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Abstract
Indonesian is constitutionally as the state of Pancasila and not as a religious state, but the state is able to accommodate a number of religious norms in the formation of legislation. Indonesia, as the largest Muslim country in the world with a diversity of ethnic, religious and ethnic groups, has chosen the plural of legal system. This situation provides an opportunity to source a specific law affects the formation and preparation of the norms of national law. Islamic law has long been used in the community, even before the colonial period, has significant effect in certain customary law in society. This paper describes the existence of Islamic Law in the plurality of national law amidst the process of the tug of political struggle of national law in reform era. This discussion is focused on the following; first, the prospect legal institution of Islamic law in Indonesia; second, the resistance and constraint in course of legal institution of Islamic law in Indonesia. This paper was as a result of library research using legal normative status, historical, and sociological point of view.
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A. PENDAHULUAN
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disana terdapat hukum yang mengaturnya. Fungsi hukum itu sendiri adalah untuk menjamin sebanyak mungkin tercapainya suatu pergaulan hidup yang aman, tentram, tertib dan damai. Dalam konteks ke-Indonesia-an, tujuan hukum nasional adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia agar bisa mencapai keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. 
Secara historis dalam sistem hukum nasional sejak dari masa penjajahan hingga kemerdekaan Republik Indonesia hukum Islam diakomodir sebagai bahan baku dalam menyusun hukum Nasional. Kedudukannya sebagaimana terdapat pada Piagam Jakarta, UUD 1945, hukum Islam di Indonesia ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Islam sebagai nilai-nilai agama dapat menjadi sumber pembangunan hukum nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dengan nilai-nilai Islam, maka pembangunan hukum nasional dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih maksimal karena adanya hubungan antara nilai-nilai keagamaan dengan pembangunan hukum nasional. 
Dalam perkembangannya, nilai-nilai agama Islam semakin tampak pengaruhnya dalam pembangunan nasional, terutama dalam aspek pembangunan hukum seperti adanya sejumlah regulasi nasional tentang zakat, wakaf, perbankan syariah, dan juga aspek lainnya seperti bidang ekonomi yang juga menjadi perhatian dari agama Islam untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.
Aturan yang berlaku dalam negara tidak hanya lahir dari unsur legal formal, tetapi juga lahir dari unsur masyarakat. Salah satu unsur utama yang menopang lahirnya norma hukum positif adalah norma-norma agama yang hidup di masyarakat yang telah mewarnai pembentukan ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila. Hal itu bisa terjadi karena norma agama, dalam hal ini norma agama Islam, merupakan norma hukum yang mengatur unsur duniawi dan ukhrowi. Hamilton Alexander Rosskeen (H.A.R) berpendapat bahwa agama Islam bukan hanya sekadar sistem teologi ansich, tetapi juga sekaligus merupakan peradaban lengkap (complete civilization). G E Von Grunebaum juga menandaskan bahwa agama Islam adalah peradaban, dan peradaban adalah agama Islam yang di dalamnya mengatur masalah hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Dalam hal kaitan hubungan antar manusia itulah norma agama dapat menjelma menjadi norma hukum negara (Syamsul Arifin, 2009: 128). 
Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam tentunya tidak terlepas dari hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan warganya yang beragama Islam dalam kehidupan sehari-hari dari masalah yang berhubungan dengan peribadatan hingga bagaimana berinteraksi secara luas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Seiring dengan watak sosiologi masyarakat Islam sebagai penghuni mayoritas negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukumnya, karena ketaatan pada hukum agama (Islam) adalah merupakan bagian integral dari nilai transendental keimanannya kepada Alloh SWT (QS. al-Baqoroh, 179; al-Nisa’, 13, 49, 63, 105; al-Maidah, 44, 45, 47, 48, 49, 50; al-Nur, 51, 52), maka merupakan sebuah keniscayaan jika hukum Islam berada dalam posisi yang dominan sebagai bahan baku hukum nasional. Jika tidak, maka hukum nasional yang ada, selamanya akan kehilangan wibawa dan efektifitasnya, akibat selanjutnya adalah pemerintah negara akan kehilangan loyalitas dari sejumlah besar masyarakat penghuni Republik ini. Ada sebuah asas hukum “Lex plus laudatur quando rationeprobatur” artinya: Hukum akan dihargai bila didukung oleh dasar yang masuk akal.
Secara yuridis formal, ide untuk menggali dan memberlakukan hukum sesuai dengan kesadaran masyarakat adalah telah dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya mengamanatkan hakim wajib “menggali, mengikuti dan memahami” hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (living law). Filosofinya adalah agar hukum yang diterapkan sesuai dengan kesadaran dan diterima masyarakat.
Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia mengalami pasang surut. Hukum Islam bukanlah satu-satunya sistem hukum yang berlaku, tetapi terdapat sistem hukum lain, yaitu hukum Adat dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini saling mempengaruhi dalam upaya pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. 

B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis penelitian, yaitu: 
a. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan penelitiannya. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004: 118); dan 
b. Penelitian empiris, yaitu penelitian yang mendasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan meneliti sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta sumber-sumber elektronik lainnya; observasi; dan field research berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berperan dalam pelembagaan Hukum Islam. 
Kajian ini adalah merupakan kajian normative, kajian historis-filosofis yang bertujuan untuk mengurai akar historis dinamika Islam di Indonesia, mengkaji hubungan historis norma agama dan politik di Indonesia dan upaya harmonisasi norma agama Islam dalam sistem politik hukum di Indonesia, prospek, hambatan dan tantangan dalam proses pelembagaan hukum Islam di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) yang menggunakan pendekatan deskriptif-normatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena harmonisasi norma agama Islam dalam sistem politik hukum di Indonesia. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Hukum Islam
Hukum Islam merupakan terminologi khas Indonesia, jikalau kita terjemahkan langsung kedalam bahasa Arab maka akan diterjemahkan menjadi al-hukm al-Islam, suatu terminologi yang tidak dikenal dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Maka padanan yang tepat dari istilah “Hukum Islam” adalah al-fiqh al-Islamy atau al-Syariah al-Islamy, sedangkan dalam wacana ahli hukum Barat digunakan istilah Islamic law.
Makna hukum Islam Indonesia memang berbeda dengan kebanyakan yang berlaku di belahan negara di dunia. Hal yang menarik dalam hukum Islam di Indonesia adalah terminologinya yang merupakan istilah khas yang hanya berlaku di Indonesia, karena hukum Islam dalam literatur Barat dibedakan dengan istilah Islamic Law atau Islamic Jurisprudent (Ahmad Rofiq, 2001: 23). 
Hukum Islam secara terminologis, dipahami sebagai fiqh yang merupakan disiplin keilmuan yang fokus pada hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis amaliyah yang diderivasikan (istinbath) dari dalil-dalil yang terperinci. Padahal fiqh pada dasarnya mempunyai konotasi makna hermeneutis selain mempunyai arti sosial dan makna dalam arti hukum agama. Fiqh lebih banyak diarahkan pada pemahaman makna teks dengan kaidah-kaidah yang bersifat bayaniyah, dan tidak pada tafsiran yang fungsional bagi kehidupan manusia. Pendek kata, fiqh adalah jendela dalam melihat fenomena sosial dalam prespektif Islam (Dahlan Tamrin, 2010: 1). 
Pemahaman syariah juga mengalami penyempitan makna sebagaimana konsepsi fiqh. Pada konsepsi awal, syariah mencakup pemahaman terhadap hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT yang mengakomodasi hukum-hukum i’tiqodiyyah, ‘amaliyyah dan khuluqiyyah (teologi, hukum dan moralitas). Kemudian syariah tersebut menjadi pemahaman praktis dari konsepsi fiqh. Pada ranah ini, fiqh sebagai sebuah disiplin keilmuan yang mandiri mempunyai hubungan dengan syariah yang mempunyai formula praktis yang dipahami dari syariah. Dalam hal ini syariah lebih bersifat umum, wahyu dan transendental (Ahmad Rofiq, 2001: 17). 
2. Pelembagaan dan Pembaharuan Hukum Islam
Pada masa awal mula Islam masuk ke Nusantara, yaitu pada abad I Hijriyah atau abad VII masehi yang dibawa oleh pedagang-pedagang arab, islam menjadi hukum resmi negara dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seiring dengan berdirinya kesultanan-kesultanan/kerajaan-kerajaan. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia adalah becorak Syafi’iyyah (Amir Nuruddin, 2004: 2). 
Menarik untuk dicermati, bahwa pada masa-masa menjelang abad XVII, XVIII, XIX masehi, hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna, mencakup masalah Mu’amalah, al-Ahwal al-Syakhshiyah (Perkawinan, Perceraian, dan Warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. Tidak hanya itu saja, hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan islam nusantara.
Pada perkembangan selanjutnya, semenjak Belanda menjajah Indonesia, hukum islam sedikit demi sedikit menjadi tenggelam, sehingga yang tersisa hanyalah hukum ibadah dan sebagian hukum keluarga dengan pengadilan agama sebagai pelaksananya. Pada waktu itu, perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dalam dua bentuk. Pertama, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC (Vereenigde Oost Inlandse Compagnie atau Pemerintahan Pedagang Hindia Belanda) yang memberikan ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. Kedua, adanya upanya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum Adat (Muh. Iqbal, 2009: 40).
Membicarakan tentang pelembagaan hukum Islam, tidak dapat tidak, mesti mengkaitkan pembicaraan tentang lembaga Peradilan Agama. Pada zaman kolonial regulasi terhadap Peradilan Agama tertuang dalam Stbl. 1882 Nomor 152 jo. Stbl. 1937 Nomor 116 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, Stbl. 1937 Nomor 638 dan 639 tentang Peradilan Agama di Kalimantan Selatan.
Pada zaman kemerdekaan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5/SD/ 1946, Pemerintah RI mengalihkan pembinaan Peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama. Setelah pengakuan kedaulatan, 27 Desember 1949, Pemerintah RI melalui Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 menegaskan kembali pendiriannya untuk tetap memberlakukan Peradilan Agama.
Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Pemerintah RI mengatur pembentukan Peradilan Agama untuk luar Jawa dan Kalimantan Selatan. Melalui UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pemerintah mengakui kesejajaran Peradilan Agama dengan peradilan lainnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 10 ayat (1) UU tersebut menegaskan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Peradilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, d. Peradilan Tata Usaha Negara”.
Sementara kompetensi Peradilan Agama masih terbatas pada perkara-perkara yang berkenaan dengan perkawinan, maka dalam rangka menjamin kepastian hukumnya diundangkanlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan pegangan hukum tertulis bagi para hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya.
Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai pelembagaan hukum Islam secara tertulis (kodifikasi) dan sekaligus unifikasi karena berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, meskipun dalam hal-hal tertentu ada yang hanya berlaku khusus bagi umat Islam saja.
Keberadaan peradilan agama lebih dimantapkan lagi dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan menyelesaikan perkara warisan umat Islam, dengan undang-undang ini dikembalikan lagi ke pangkuan kompetensi Peradilan Agama.
Dengan kembalinya perkara waris ke dalam kewenangan Peradilan Agama, maka kebutuhan akan tersedianya sumber hukum tertulis di bidang itu merupakan sesuatu yang mendesak adanya. Sementara untuk menunggu lahirnya undang-undang diperlukan jalan yang panjang, maka untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak itu keluarlah Inpres No. 1 Tahun 1991 agar naskah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim agama dalam mengambil keputusan.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri adalah naskah yang memuat pendapat terpilih tentang hukum islam yang dihimpun dari berbagai kitab fiqh dan disusun secara sistematis menyerupai kitab perundang-undangan, terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal. Naskah tersebut jika diperbaiki dan disempurnakan, bisa saja ditingkatkan untuk menjadi undang-undang.
Dari segi lain, lahirnya naskah Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sebagai bagian dari fenomena pembaruan hukum islam di Indonesia. Dikatakan demikian, antara lain, karena diantara muatannya terdapat materi-materi hukum yang masih “asing”, setidaknya dalam konteks pemikiran hukum yang umum dianut orang Indonesia, seperti ahli waris pengganti, wasiat wajibah untuk orang tua atau anak angkat, larangan kawin beda agama, kawin hamil dan sebagainya.
Produk peraturan perundangan lainnya, seperti UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik, dapat pula dipandang sebagai bagian dari kontribusi untuk pembaruan hukum Islam di Indonesia.
Dengan perkembangan di atas, maka gagasan Hazairin tentang fiqh dengan madzhab nasional dan gagasan Hasby Ash-Shiddieqy tentang fiqh Indonesia, telah menemukan tanda-tanda pembenarannya, bahwa problema dan kebutuhan umat Islam Indonesia dengan sendirinya akan membuat substansi gagasan tersebut lambat laun akan menjadi kenyataan.
Dinamika pembaharuan hukum di Indonesia, telah menangkap aspirasi tidak hanya hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa/Barat tetapi hukum Islam juga memberikan sumbangan yang berarti dalam pembaharuan hukum nasional. Oleh karena itu beberapa ahli hukum Islam mengemukakan bahwa pembaharuan (tajdidisme) hukum Islam adalah suatu yang mutlak dilakukan sebagaimana pernyataan Muhammad Abduh; “Pemikiran Islam akan menjadi salah manakala dipisahkan dari kehidupan kedisinian dan kekinian”, karena masalah orang di zaman klasik berbeda dengan masalah yang muncul di zaman modern” (Bustanul Arifin, 1999: 34). Adapun sasaran utama dari tajdidisme ini adalah ke dalam, menyuntikkan semangat baru bagi umat Islam Indonesia dengan memahami agama yang diinterpretasikan sesuai dengan tantangan-tantangan dan kebutuhan masa kini, dan ke luar, berusaha memberikan jawaban Islam terhadap serangan kritikan dari Barat. Dalam upaya pengaplikasian tajdidisme islam, menurut Nouruzzaman Shiddiqi, ada empat hal yang harus dilakukan, yaitu:
a. Menyusun kembali kitab-kitab fiqh lama dalam bentuk dan sistematika yang sesuai dengan kemajuan zaman;
b. Menyusun kitab fiqh al-hadits yang memuat fiqh di segala bidang; 
c. Membahas masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kehidupan dan perkembangan masyarakat; dan 
d. Melakukan kajian perbandingan antara fiqh dan hukum positif. 
Selanjutnya dalam upaya pembaharuan hukum islam di Indonesia, perlu diketahui bahwa di Indonesia ada tiga atau empat aliran utama teori hukum: Adat, Islam, Positif (Barat) dan “Sosialis Indonesia”. Membangun hukum nasional, dengan demikian, bukan pekerjaan mudah. Dalam ungkapan M.A. Japson, filsafat sinkretis tentang hukum yang didasarkan pada keanekaragaman tradisi dan ideologi yang sudah disesuaikan tidak mudah diciptakan. Persaingan dan bahkan konflik antara hukum Islam dan hukum Adat serta antara hukum Islam dan hukum barat, salah satu penyebabnya adalah campur tangan penjajah, yang untuk melihat kesinambungan kenyataan dan pemikiran yang berkembang tentangnya.
Terkait dengan teori penerimaan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia, secara keseluruhan, pada dasarnya antar satu teori dengan teori yang lain saling menguatkan.  Ada dua teori yang dijadikan pijakan pada masa penjajahan Belanda. Pertama, “Receptio in Complexu”, yaitu setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Kedua, “Receptie”  yaitu hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang islam. Ia berlaku apabila sudah diterima dan telah menjadi hukum adat. Teori receptie ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang bertujuan untuk melemahkan orang-orang pribumi rakyat jajahan yang memegang kuat ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran islam dan hukum Islam, tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Kemudian setelah Indonesia merdeka, muncul teori “Receptie Exit” oleh Hazairin yang merupakan counter terhadap teori receptie tersebut, yang menghasilkan Piagam Jakarta, lalu muncul teori “Receptio A Contrario” yang merupakan kebalikan dari teori receptie. Dan yang terakhir adalah teori “Eksistensi” yaitu adanya integrasi antara hukum Islam dengan hukum Nasional (Suparman Usman, 2001: 111-112). 
Mengacu pada nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang dan aspek kesejarahan yang ada disimpulkan bahwa sistem hukum Nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berlaku di seluruh Indonesia.
3. Prospek Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia
Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah dinyatakan hahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtssaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Oleh karena Negara Indonesia adalah negara hukum maka segala kekuasaan diatur oleh hukum dan semua orang tanpa kecuali baik ia sebagai rakyat biasa maupun ia sebagai penguasa, semuanya mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.
Negara Indonesia adalah Negara Pancasila yang berdasarkan atas hukum, di samping Indonesia adalah negara yang terdapat berbagai macam agama, dan semua agama mempunyai kedudukan yang sama serta pemeluknya berhak menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.
Agama Islam merupakan yang terbanyak penganutnya di Indonesia dan hukum Islam merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, untuk itu timbul tanda tanya di Indonesia oleh para penganutnya tentang nasib hukum Islam dalam sistem hukum Nasional.
Hukum slam yang menjadi pokok bahasan ini, sejak jaman penjajahan telah dikenal dalam masyarakat. Pada masa penjajahan nasib hukum Islam dipertanyakan kedudukannya dalam hukum nasional oleh para ahli hukum, Van Vollenhoven berpendapat bahwa: Orang bumi putra hukum yang berlaku agamanya adalah hukum Adat, hukum Adat adalah hukum turun temurun (tradisional) Indonesia, hukum agama terutama hukum Islam, ia merupakan hukum tambahan atau pelengkap bagi hukum tradisional. 
Sedangkan Mr. Van Den Berg, menganggap bahwa hukum kebiasaan atau hukum adat adalah hukum agama, bila masyarakat setempat beragama Islam berarti hukumnya (hukum adatnya) adalah hukum islam, demikian pula sebaliknya (Saidus Shahar, 1986: 109).  
Dari kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa Van Den Berg mendasarkan pendapatnya pada zaman sebelum pemerintah Belanda mengambil kekuasaan sultan-sultan dan raja-raja Islam di Indonesia. Sedangkan Van Vollenhoven mendasarkan pendapatnya setelah terjadi banyak pengurangan kekuasaan raja-raja dan sultan-sultan Islam di Indonesia oleh pemerintah Belanda.
Dengan demikian hukum Islam dalam sistem hukum nasional selalu mendapat perhatian. Pada salah satu pidato pengarahan Menteri Kehakiman Ali Said pada upacara pembukaan simposium pembaharuan hukum perdata nasional di Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 1981, beliau memandang bahwa di samping hukum Adat, hukum Perdata, hukum Islam yang merupakan sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional, sehingga dipertanyakan sejauh mana prospek hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Ali Said, Hukum Islam Dalam Hukum Nasional, Panji Masyarakat No. 462.XXVI, 21 Maret 1985). 
Dalam membicarakan prospek hukum Islam di Indonesia, setidaknya ada dua aspek yang perlu dikemukakan. Pertama, aspek kekuatan dan peluang. Kedua, aspek kelemahan dan hambatan.
Aspek kekuatan hukum Islam terletak pada dua sumber utamanya, al-Qur’an dan al-Hadits, yang selain memuat ajaran tentang aqidah dan akhlak, juga memuat aturan-aturan hukum kemasyarakatan, baik perdata maupun pidana. Ketiga bidang ajaran tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung, yang dari padanya lahir prinsip, asas dan tujuan hukum Islam (Wahbah Az-Zuhaily, 1995: 21). 
Tujuan hukum Islam adalah kebaikan manusia, kemaslahatan manusia, sesuai kodrat dan fitrahnya, karena itu dalam hukum Islam, kebajikan diperintahkan dan perbuatan yang merusak dilarang. Dengarn tujuan seperti itu, hukum Islam akan senantiasa sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia, kapan pun dan dimanapun.
Didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan hukum Islam masih dalam perjuangan eksistensi. Dahulu, kini dan akan datang, hukum Islam senantiasa ada dalam hukum nasional yang tertulis dan yang tidak tertulis, dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek hukum. Kontribusi yang sudah diberikan hukum Islam terhadap hukum nasional berupa UU, PP dan Inpres seperti telah dikemukakan, membuktikan bahwa hukum Islam punya kekuatan dan kemampuan dalam berintegrasi dengan hukum nasional.
Aspek kekuatan ini menjadi semakin kokoh karena didukung oleh Pancasila, yang sila-silanya merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi berlakunya semua norma hukum dasar negara, telah mendudukkan agama pada posisi yang fundamental, serta memasukkan ajaran agama dan hukumnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Abi Yu’la, 1994: 88). Dengan demikian, hukum Islam yang merupakan bagian dari ajaran agama anutan mayoritas penduduk Indonesia, memiliki peluang besar untuk mewarnai hukum nasional.
Di samping kekuatan dan peluang, terdapat sejumlah kelemahan dan hambatan antara lain sebagai berikut:
1. Kemajemukan Indonesia, yang juga tercermin dalam kemajemukan masyarakat Islam Indonesia, baik etnis, budaya dan lainnya. Akibatnya, tidak semua masalah hukum Islam bisa diunifikasi, melainkan harus lebih dahulu dipilah, mana yang sudah bisa diunifikasi dan mana yang belum.
2. Keberatan masyarakat non Islam atas pemberlakuan (penjiwaan) hukum Islam pada hukum nasional. Dampaknya, secara politis belum pernah terjadi adanya political will yang kuat dari penguasa untuk memberlakukan hukum Islam (terutama dalam bidang hukum pidana).
3. Lemahnya kesadaran masyarakat Islam sendiri terhadap pemberlakuan hukum Islam, yang kemudian difasilitasi oleh adanya opsi bagi umat Islam, seperti dalam kasus sengketa waris, untuk memilih antara Peradilan Agama atau Peradilan Umum.
4. Lemahnya pemahaman dan penguasaan umat Islam terhadap hukum agamanya sendiri. Ironisnya, keadaan ini terjadi pula dikalangan para cendekiawan mereka sendiri, baik karena lemahnya penguasaan bahasa, metode istinbath, maupun karena sebab lainnya (Abi Yu’la, 1994: 20).
Untuk menanggulangi berbagai kelemahan dan hambatan di atas, maka beberapa solusi berikut dapat dilakukan :
1. Melakukan pembaruan pola dan kurikulum pendidikan hukum secara radikal, hukum Islam maupun hukum umum, sehingga sarjana hukum yang dihasilkannya berkualifikasi handal, produktif, responsif, dan antisipatif terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan.
2. Mewujudkan integritas kelembagaan antara fakultas syariah sebagai pembina hukum Islam dengan fakultas hukum sebagai pembina ilmu hukum nasional/umum.
3. Menggalakkan dialog, seminar dan sejenisnya, antara pakar hukum Islam dan hukum umum untuk menemukan kesamaan visi dan persepsi dalam rangka membangun hukum nasional.
Dalam kerangka pembinaan hukum nasional Indonesia, hukum Islam, sebagai bagian dari sistem hukum positif di Indonesia, mempunyai prospek yang bagus untuk ikut memberi warna. Bukan saja karena secara material hukum Islam itu mempunyai perbendaharaan hukum yang kaya, tetapi juga karena memang banyaknya kenyataan positif yang mendukungnya.
Kenyataan positif itu dapat disebutkan, antara lain, pertama, adanya berbagai kebijakan pemerintah selaku penyelenggara negara yang memberi peluang bagi berperannya hukum Islam, kedua, telah lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang membuat hukum Islam menjadi lebih eksis sebagai sub sistem dalam sistem hukum nasional; dan ketiga, adanya upaya tak kenal lelah dari umat Islam sendiri ke arah itu lewat sektor dakwah, pendidikan, sampai politik.
4. Hambatan dan Kendala Proses Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia
Peluang dan tantangan hukum Islam di tengah pluralitas hukum nasional era reformasi sedikitnya ada tiga faktor penting yang dominan dalam pembangunan hukum nasional melalui hukum Islam yang bisa membentuk sebuah sistem bangunan hukum nasional, yaitu faktor politis, faktor sosiologis dan faktor filosofis.
Para ilmuwan sepakat bahwa agama secara politik mempunyai peranan penting dalam perubahan sosial masyarakat. Peran tersebut terutama sebagai faktor penyatu (integrator) bagi tatanan kehidupan berdasarkan kehendak mayoritas. Peran agama dalam menciptakan ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan kepentingan mereka sangat menentukan politik. Selain itu nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial bersama kelompok-kelompok keagamaan perlu diakomodir sehingga agama menjamin konsensus menuju kesatuan politik. Argumentasi ini semakin diperkuat dengan konsep sakral berupa nilai-nilai keagamaan sehingga agama tidak mudah digoyang atau dirubah karena memiliki otoritas yang kuat di tengah sosial masyarakat.
Secara sosiologis, agama juga mempunyai pengaruh besar dalam perubahan suatu masyarakat. Agama bisa menjadi penyatu atau sebaliknya dalam konteks pembangunan sosial masyarakat. Dalam konteks positifisasi hukum Islam, nampak bahwa nilai agama memiliki peran yang urgen tidak hanya bagi individu tetapi sekaligus bagi masyarakat. Bagi individu, agama berperan dalam mengidentifikasikan individu dengan kelompok, menghibur ketika dilanda kecewa, memperkuat moral, dan menyediakan unsur-unsur identitas. Sedangkan bagi kehidupan bermasyarakat, agama berfungsi menguatkan kesatuan dan stabilitas masyarakat dengan mendukung pengendalian sosial, menopang nilai-nilai dan tujuan yang mapan dan menyediakan sarana untuk mengatasi kesalahan dan keterasingan. Dengan model penyatuan pengaruh agama terhadap fenomena sosial yang melahirkan suatu tradisi yang bersifat nasional tersebut akan berpengaruh secara sinergis terhadap prospek hukum Islam di Indonesia didukung oleh politik hukum nasional era reformasi yang secara yuridis dibangun melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Sedangkan agama secara filosofis merupakan masalah keyakinan yang tidak mudah dirumuskan dengan suatu pemahaman atau rasionalisasi tertentu. Agama merupakan hubungan keyakinan dan pemikiran. Hal demikian misalnya dapat dilihat dalam konteks hubungan agama dan filsafat hukum Islam sebagai pandangan hidup bernegara dengan perkembangannya di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi, karena memang keduanya sangat terkait dengan pemahaman yang berkembang seputar hukum Islam Indonesia dan ilmu hukum nasional Indonesia, sehingga dua hal penting tersebut sulit dipisahkan dalam konteks pembangunan hukum nasional.
Salah satu persoalan yang sangat penting dalam pembangunan hukum Islam adalah perkembangan pemikiran yang terjadi antara filsafat dan agama-hukum Islam, karena keduanya terkait dengan perkembangan metode dan makna ijtihad yang kemudian menjadi fiqh secara aktual yang bersifat transformatif dan akomodatif terhadap dinamika sosial di Indonesia. Pemikiran yang berkembang sangat dipengaruhi beberapa faktor yang saling berkelindan, kait mengkait antara keyakinan agama dan pemikiran/rasionalisasi terhadap perkembangan sosial masyarakat Indonesia yang terus mengalami perkembangan termasuk hukum Islam sebagai upaya positifisasi hukum Islam. Selain itu, perdebatan pemikiran seputar hukum Islam yang mana, dengan ijtihad dan metode seperti apa juga sangat mempengaruhi terhadap upaya transformasi hukum Islam di Indonesia sesuai politik hukum nasional era reformasi yang akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya sesuai amanat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan perlunya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
5. Faktor-faktor Pendukung Usaha Penerapan Syariat Islam 
Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi modal atau kekuatan dalam usaha menuju penerapan syariat Islam; Pertama, jumlah umat Islam cukup signifikan. Kedua, maraknya gerakan-gerakan Islam yang senantiasa menyuarakan diterapkannya syariat Islam. Ketiga, gagalnya beberapa sistem hukum dan bernegara yang bukan Islam telah memunculkan rasa frustasi umat manusia sehingga mereka membutuhkan alternatif-alternatif yang lain. Di antara alternatif itu ialah syariat Islam. Empat, keberhasilan usaha-usaha politik dari kalangan Islam dan partai-partai politik Islam di beberapa negeri Muslim. Lima, sejarah umat Islam yang cemerlang di masa lampau ketika mereka menerapkan syariat Islam. Sejarah cemerlang ini setidaknya bisa memunculkan kerinduan pada benak umat Islam atas kembalinya masa kejayaan mereka.
6. Kendala-Kendala dalam Usaha Penerapan Syariat Islam 
Secara umum hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut: Pertama, hambatan eksternal berupa pihak-pihak yang memang sejak awal memiliki antipati terhadap Islam dan syariat Islam. Mereka adalah para pengusung agama dan ideologi tertentu diluar Islam, terutama yang memiliki pengalaman pahit melawan Islam. Mereka senantiasa menyebarluaskan image yang negatif tentang Islam dan syariat Islam, misalnya dengan menjelek-jelekkan Islam dengan slogan “Harem dan Pedang” (sebagai simbol bagi pengungkungan kaum wanita dan kekerasan). 
Kedua, hambatan dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak terlalu ideologis kecuali bahwa mereka menolak penerapan syariat Islam karena akan mengekang kesenangan mereka. Mereka itulah yang sering disebut sebagai kelompok hedonis, atau yang dalam bahasa Islam disebut sebagai ahlul ma’aashiy. 
Ketiga, hambatan dari pihak-pihak yang menolak syariat Islam karena belum memahami syariat Islam, atau memahaminya dengan pemahaman yang salah. Mereka inilah yang dalam bahasa Islam disebut sebagai ahlul jahl. 
Di samping itu, usaha-usaha menuju penerapan syariat Islam juga berkaitan dengan masalah strategi. Hambatan-hambatan bisa pula muncul dari pihak-pihak yang sudah sepakat dengan syariat Islam dan penerapannya, akan tetapi memiliki strategi yang berbeda-beda. Hambatan dari sisi ini akan menjadi semakin signifikan apabila strategi-strategi tersebut saling berseberangan satu sama lain.


D. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Prospek pelembagaan hukum Islam di Indonesia sangatlah terbuka lebar dan memiliki potensi yang sangat besar, karena adanya tiga faktor peluang penting yang dominan dalam pembangunan hukum nasional melalui hukum Islam di tengah pluralitas hukum nasional era reformasi yang bisa membentuk sebuah sistem bangunan hukum nasional, yaitu faktor politis, faktor sosiologis dan faktor filosofis. Era reformasi memberi peluang besar pada hukum Islam dalam pergumulan politik hukum yang mengarah pada integrasi ilmu hukum Indonesia yang dikhotomi dengan ilmu hukum Islam Indonesia, menyatu di tengah pluralitas hukum nasional.
Prospek Hukum Islam di Indonesia cukup menjanjikan, bila dilihat dari potensi yang dimiliki baik dari segi yuridis maupun filosofis, serta usaha-usaha pembinaannya lewat lembaga formal maupun non formal. Dari segi yuridis telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dari segi filosofis sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan hukum Islam merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat maupun peradilan, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.
Dalam kerangka pembinaan hukum nasional Indonesia, hukum Islam, sebagai bagian dari sistem hukum positif di Indonesia, mempunyai prospek yang bagus untuk ikut memberi warna. Bukan saja, karena secara material hukum Islam itu mempunyai perbendaharaan hukum yang kaya, tetapi juga karena banyak kenyataan positif yang mendukungnya. Kenyataan positif itu antara lain; pertama, adanya berbagai kebijakan pemerintah selaku penyelenggara negara yang memberi peluang bagi berperannya hukum Islam; kedua, telah lahirnya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang membuat hukum Islam menjadi lebih eksis sebagai sub sistem dalam sistem hukum nasional; dan ketiga, adanya upaya tak kenal lelah dari umat Islam sendiri ke arah itu lewat sektor dakwah, pendidikan, sampai politik.
Ada beberapa faktor prospek berlakunya hukum Islam di Indonesia yang telah mendapat tempat konstitusional berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan Filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas Muslim di Indonesia, dan mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara (Pancasila); Kedua, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan; dan Ketiga, alasan Yuridis yang tertuang dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 29 UUD 1945 cukup memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal. 
2. Hal-hal yang menjadi hambatan dan kendala dalam proses pelembagaan atau positifisasi hukum Islam di Indonesia antara lain:
1) Secara politik, lemahnya dukungan parlemen dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap eksistensi hukum Islam. Secara filosofis, adanya perselisihan internal dalam memahami hukum Islam (fiqh). Hal ini juga terkadang tidak menguntungkan bagi hukum Islam itu sendiri. Sedangkan secara sosiologis, hanya sedikit hukum Islam yang diserap dalam skala nasional.
2) Adanya perbedaan madzhab fiqh. Hal ini perlu diperhitungkan karena harus kita akui bahwa didalam soal fiqh, khususnya mengenai hudud, terdapat perbedaan yang sedari dulu sampai sekarang belum teratasi. Jadi, ada masalah secara internal didalam fiqh itu sendiri. Misalnya soal hudud, atau lebih spesifik lagi soal hukum rajam. Ada kalangan ulama misalnya Mahmud Syaltut berpendapat bahwa hukum rajam adalah hukuman maksimal. Padahal kalau hukum rajam itu menjadi hukum yang maksimal maka salah satu filsafat hukum yang merupakan inti dari filsafat hukum adalah menghindari semaksimal mungkin hukum yang maksimal itu. Karena kalau hukuman maksimal dijatuhkan maka fungsi aspek edukatif dari hukum itu menjadi hilang. Malah menurut madzhab Hanafi sedapat mungkin pembuktian delik pidana hudud itu digiring kearah syubhat agar hukuman terberat tidak jadi dijatuhkan. Dalam hukum pidana hudud ini dipakai prinsip atau kaidah: “tersalah dalam memaafkan lebih baik daripada tersalah dalam menghukum”. Jadi begitu hati-hatinya para ulama dalam memperbincangkan pidana hudud ini. Para hakim di pengadilan pun tidak boleh ceroboh.
3) Lemahnya politik pemerintah (political will). Sebab, tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup berat bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia. 
4) Kemajemukan Indonesia, yang juga tercermin dalam kemajemukan masyarakat Islam Indonesia, baik etnis, budaya dan lainnya. Akibatnya, tidak semua masalah hukum Islam bisa diunifikasi, melainkan harus terlebih dahulu dipilah, mana yang sudah bisa diunifikasi dan mana yang belum.
5) Keberatan masyarakat non Islam atas pemberlakuan (penjiwaan) hukum Islam pada hukum nasional (Islam Phobia). Dampaknya, secara politis belum pernah terjadi adanya political will yang kuat dari penguasa untuk memberlakukan hukum Islam (terutama dalam bidang hukum pidana).
6) Lemahnya kesadaran masyarakat Islam sendiri terhadap pemberlakuan hukum Islam, yang kemudian difasilitasi oleh adanya opsi bagi umat Islam, seperti dalam kasus sengketa waris, untuk memilih antara Peradilan Agama atau Peradilan Umum.
7) Lemahnya pemahaman dan penguasaan umat Islam terhadap hukum agamanya sendiri. Ironisnya, keadaan ini terjadi pula dikalangan para cendekiawan mereka sendiri, baik karena lemahnya penguasaan bahasa, metode istinbath hukum, maupun karena sebab lainnya.
8) Secara umum hambatan dan kendala dalam usaha penerapan atau pelembagaan hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut: Pertama hambatan eksternal berupa pihak-pihak yang memang sejak awal memiliki antipati terhadap Islam dan syariat Islam. Mereka adalah para pengusung agama dan ideologi tertentu diluar Islam, terutama yang memiliki pengalaman pahit melawan Islam. Mereka senantiasa menyebarluaskan image yang negatif tentang Islam dan syariat Islam, misalnya dengan menjelek-jelekkan Islam dengan slogan “Harem dan Pedang” (sebagai simbol bagi pengungkungan kaum wanita dan kekerasan). Kedua, hambatan dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak terlalu ideologis kecuali bahwa mereka menolak penerapan syariat Islam hanya karena akan mengekang kesenangan mereka saja. Mereka itulah yang sering disebut sebagai kelompok hedonis, atau yang dalam bahasa Islam disebut sebagai ahlul ma’aashiy. Ketiga, hambatan dari pihak-pihak yang menolak syariat Islam karena belum memahami syariat Islam, atau memahaminya tetapi dengan pemahaman yang salah. Mereka inilah yang dalam bahasa Islam disebut sebagai ahlul jahl.* 
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